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NOMOR : 140/31/Kpts/WNL/I-2020
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
NAGARI LUNANG KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI LUNANG

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan
Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan;

b. bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap
kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas
informasi publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Lunang Kecamatan
Lunang Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Daftar Informasi
Publik pada Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir
Selatan.

1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-
Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4846);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahkan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 Tentang standar
Layanan Informasi publik;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, (Lembaran
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 213);

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;



16. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan

KESATU :  Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Nagari Lunang Kecamatan
Lunang Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU,

KEDUA : merupakan acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
di Lingkungan Pemerintah Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten
Pesisir Selatan dalam memberikan data dan informasi kepada publik.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KETIGA
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LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG

NOMOR

: 140/31/SK/WNL/I-202

TANGGAL : 22 Januari 2020

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

NAGARI LUNANG KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

BENTUK
INFORMASI
WAKTU DAN YANG
JENIS OPD YANG PENANGGUNG RETENSI
NO. INFORMASI RINGKASAN ISI INFORMASI MENGUASAI JAWAB TEMPAT TERSEDIA ARSIP
PEMBUATAN | SOFT | HARD
@ | () 4 ) (6) 7) ‘) )
1 INFORMASI Alokasi Anggaran Dinas Komunikasi Dan Dinas Sekretariat 2019,Painan N N Selama
BERKALA Informatika Tahun 2019 Per-Jenis Belanja Komunikasi dan Berlaku
Informatika
3 INFORMASI Seterusnya...
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